
GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUT]BRNUIT JAWA TEI'IGA}]

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENGtrMT]ANGAN PANGAN I,OKAL Di PROVINSl JAWA TENGA}i

Menimbang

M en ginga t

DENGAN ]IAI,]MAT TUI.IAN YANG MAFIA I'SA

GUI]DRNUR JAWA l'I.]NGN II,

: a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang tersebar
di wilayah Provir-rsi .Jawa Tengah per:lu dikclola
dan djkembangkan secara intensif dan ekstcnsif
dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi
kebut.uhan pangan masyarakat sekaligus daiam.
rangka penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

b" bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimal<sud pada huruf a dan berdasarkan Pasal [ 2
ayal. (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1B

Tahun 2012 tcntang Pangan pcrlu menetapkan
Peraturan Gubernur tcntang Pengembang:rn
l)angan Lokal Di Provinsi Jawa Tengah;

: l. Undang-tJndang Nomor 10 Tahun 1.950 tentang
Pcmbentukan l)rovinsi Jawa Tengah (Himpunarr
Peraturan-l)eraturan Negara Tahun 1950 Flalaman
86-92);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Trnrbaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indoncsiar Nomor 5360) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
I)emcrintahan I)acrah (lcmbaran Ncgara Repr-rblik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhii
dengan Undang-Undang Nomor 9 'la"hun 201 5
l.entang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Terhun 2014 tentang Iremerintahan Daerah
(Lcmbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20j5



5" Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004

6.

7.

PERATUI?AN GUIlliliNUl? IIINTANG
PANGAN LOKAL DI PROVINSI JAWA

l.entang Keamanan Mutu dan Gizr Pangan'

(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

i'lomor 1OB, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4 424);

I)eraturan l)emerintah Nomor .l 7 Tahun 20 1 5

t.entang Kctahanan l)angan dan Gizi (Lembaran
Negara- llepublik lndone sia Tahun 201 5 Nomor 60,
tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 568Q);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
Tahun 2016 te ntang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat. Daerah l)rovinsi Jawa Tengah

{Lemblran Daerah Provinsi Jawa Tengah 'lahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah
I)rovinsi Jawa Tengah Nomor 85);

MEMUTIJSKAN:

PIDNGEMBANGN N
.I'BNGAH.M enetapkan

13413 I

KIITI'NTUAN I.JMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. I)aerah adalah Provinsi .Jawa Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusar Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat l)aerah ment-lrut azas

otonomi da.n T\-lgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
daiam sistern dan prinsip Negara Kesatuan RepubLik lndonesia sebagaimr-rna
dimaksud dalam Undarrg-Undang l)asar Ncgara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Dacrah adalah (iubcrnur scbagai Lltlsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pe merintahan
yang menjadi kewenangern Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur .lawa Tengah.

5. Kabupaten/Kot.a adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah'

6. Perangkat Daerah adaiah Organisasi
Pemerinta-h Provinsi Jawa Tengah.

Perangkat Daerah di lingkungan

7. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tenga.h.

8, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan l)angan Provinsi Jawa Tengah,

9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati clan air, bail
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minurnan bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan,
bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penviaoan. pcngolahan. dan:rtau pcmbualan makanan dan minuman.



10. I{etersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produl<si

clalam negeri dan cadangan pangan nasional ser'ta impor apabiia kcdua

sumbcr Lltama tidak dapat menrcnuhi kcbutuhan.

11. I)angan lokal adalah makana,n yang dikonsumsi oleh masyaral<at setempal

sesuai dengan potensi dan kearifan loka-I.

12"

13.

Pangan lokal segar actalah pangan iokal yang belum mcngalami pengolahan

I)angan lokal setcngah jadi adalah parlgan ]okal yang te)ah mengalami

pengolahan menjadi produk antara.

14. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami
pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.

15. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi l.crsedianya pangan lokal yang

berasal dari potensi dan kearifan lokal,

i6. Produksi pangan lokal adalah kegiatan alau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas

kembaii, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal

17. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkal.an .jumlah prodr-rksi,
peningkalan pemanfaatan, perbaikan mul.u, penganckaragaman produk,
sosialisasj. dan promosi pangan loka).

18. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang
dil<onsurnsi dengan tidak tergantung kcpada satu jcnis sa.ja, t.ctapi terhadap
bennacam-macam bahan pangan.

19. l)enganekaragaman pangan lokal adalah upaya pcningkatan ketersediaan dan
konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber
daya lokal.

20. Penelitian dan pengembalgan pangan lokal adalah upaya identifikasi,
analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan
pangan lokal.

21. Pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan
pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan
mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi
kecukupan $zi yang dian jurkan.

22. Keameuran pangan adalah kondisi dan upaya yang cliperluka.n untuk
mencegah pangan dari kcmungkinan ccmaran biologis, lcimia, dan benda lain
yang mengganggr:, nerugikan, dan membahayakan kcschatan manusia serta
tidak bcrtentangan dengan agamar kcyakinan dan br:daya masyarakal.
schingga aman untuk dikonsumsi.

BNB II
MAKSUD, TU.JUAN DAN RUANG I-INGKUIJ

Ragian Kesatu
Maksud dan 't-rjuan

Pasal 2

() ) Maksud pengembangan pangan lokal adalah:
a. mendul<ung l:erkembangnya penganekaragaman pangan lol<a1 di

Provinsi Jawa'lengah;
b. mengembangkan parrgan lokal yang bcragam dan bcrmulrr.



(2) Tujuan pengembangan pangan lokal adalah:
a.- meningkatkan sistem produksi pangan iokal secara berkelanj tr tarl'

sesuai dengan Potensi wilaYah;
b. meningkatfan.ketersediaa' pangan lokal yang bemul., dengan harga

yang wajar dan terjangkau sesuai denga:r daya bcli masyarakat;
c. meningkatkan pcnganekaragaman produk pangan lokal;
cl. menitrlkat.kan'kcsaclaran, minat, kcsukaan dan sclcra masyarakat

masyarakal. untuk mengkonsumsi pangan lokal'

Bagian Kedua
Ruang LingkuP

Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal sebagai berikut:

a. produksi dan ketersediaan pangan lokal;
b. distribusi pangan lokal;
c. pemanfaatan pangan lokal;
d. perbaikan mutu dan keamanan palgan lokal ;

e. penganekaragarnan produk pangan lokai;
f, sosialisasi dan promosi pangan lokal;
g. peran scrta masyarakat;
h. moniLoring dan cva)uasi;
i. kerjasama;
.j. pembiayaan.

I3AI3 III
PRODUKSI DAN KETERSDDIAAN PANGAN LOKAL

Pasal 4

Pangan lokal terdiri dari pangan lokal segar, pangan lokal setengah jadi dan
pangan lokal .jadi (olahan).

])asal 5

(1) Jenis-jenis pangan lokal segar meliputi :

a, Aneka hasil pertanian :

1 . Serealia meliputi jagung, sorgum, dan jali;
2. Aneka Kacang meliputi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, koro

pedang, dan koro benguk;
3. Aneka Umbi meliputi ubi kay;, ubi jalar, uwi, l<entang, garut,

ganyong, gemhili, talas, suwcg, porang, dan gadung;
4. Anel<a buah dan saymr rneliputi aipukat, anggur, ape l, bclimbing,

duku, durian, jambu air, jambu brji,.jengkol, jcruk besar, jeruk siam,
mangga, manggis, markisa, mclinjo, nanas, nangka, pepaya, petai,
pisang, rambutan, salak, sawo, dan sukun.

b. Aneka hasil pcrkcbunarr mcliputi arcn, kelapa kr>pyor, kal<ao, tcbu;
c" Aneka hasil hutan me Liputi madu dan rebung bambu;



d. Aneka hasil peternakan meliputi sapi perah, sapi peranakan ongole'

kerbau, doniba, kambing peianakan etawa, kambing jawa randu' kambing

kacang, itik, ayam buras, burung pulr-rh,kelinci;

e.Anekalrasilkclautandanperikananmeliputiikanbandeng,ikannila,ikan
grra.mi, ikan lele, ikan sidat, ikan kembung, dan rumput iaut;

f. jenis pangan lokal segar lainnya'

(2) ,.lenis pangan lokal segar lainnya sebagaimai-ra riimaksud pada ayat (lJ huruf I
ditetapkan olch Gubernur.

(3) Penclapan jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terl;bih" dahulu melalui idenlihkasi, penelitian dan/a1.au pcngkajian oleh

Dinas,

(4) I'roduksi pangan lokal segar dilakukan melalui aktivitas penggalian sumbcr

pangan lokal-segar di Kibupaten/ Kota berdasarkan potensi dan kearifan

1okal.

Pasal 6r

l)angan lokal setengah jadi meliputi kepingan kering (Chtp), tepung, tepung

termodifikasi, beras analog dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan

pangan lokal segar scbagaima.na dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)'

I)asal 7

pangan lokal jadi meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana
dimiksud pada Pasal 5 ayat (1) dan pangan lokal setcngah .jadi sebagaimana
dimaksud Pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

Pasal B

(1 ) Pemcrintarh Daerah dan Pemcrintah Kabupate n / Kola bert.anggr-rng .jawab a1.as

ket.ersediaan pangan lokal, melalui:

a. pengcmbangan produksi pangan lolcal yang bertumpu pada sumbcr
daya, kelembagaan, dan budaya lokal;

b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
c. pengembangan sarana, prasaranar dan teknologi untuk produksi,

pcnanganan pascapanen, pengoiahan, dan pcnyimpanan pangan
lokal;

d. pengembangan lahan produktif; dar-t
e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.

(2) Penyediaan pangan 1oka1 sebagaimana dimaksud pada avat (l) diiaksanakan
oleh:
a. Perangkal Daerah Provinsi dan l{abupaten/Kola sesuai dengan

kewcnangannya;
b" lnstansi dan stokeholders lainnya yang Lcrkait.

(3) Penyediaan pangan lokal diselengga.rakan untuk meningkatkan konsumsi
pangan lokal.



I]A]3 IV
DIS'IRIBUSI PANGAN LO KAL

l)asal 9

Distribr:si pangan lokal dilakukan dengan mcngcmbangkan sistcm distribusi
pangan lokal yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup,
aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan'

RAB V
PITMANFAATAN I'ANGAN I-OKAT-

Pasal 10

(f ) Pemanfaatan pangan lokal diimplcmentasika n mclalui konsumsi masyarakal.
sehari-hali.

(2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas lconsumsi pangan
yang bcragam, bergiz) seimbang dan aman serta melestarikan kearjfan
pangan lokal yang ada di wilayah.

]3Ai3 VI
PEI?BAIKAN MUTU DAN ICIAMANAN PNNGAN I,OKAI,

Pasal 11

( I ) Setiap orang dan/ atau badan yang memproduksi dan / atau
mcmperdagangkan pangan lokal segar, sctengah jadi dan siap saji wajib
me menuhi persyaratan mulu dan kcamanan pangan.

(2) Pcrbaikan mutu dan keamanan pangan lokal dilalcukan melarlui inovasi
teknologi pangan iokal bcrdasarkan st.andar kcamanan dan mutu pang?rrl
yang be rlakr..r.

L]AB VII
PT'NGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 12

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan:

a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi

aneka ragam pangal lokal dengan prinsip gizi seimbang;
c. meningkatka:r ketcrampilan dalam pcngembangan olahan pangan lokal; darr
d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tcpat guna untuk

pengolahan pangan lokal,

BAB VIII
SOSIAI,ISASI DAN PROMOSI PANGAN I-OKAI,

Pasal 13



(2) Pemerintah I)aerah dan Pcmerintah Kabupate n/ Kota dalam

mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan:

a. mcnggunakan olahan pangrln Lokal dan buah lokal pada sel iap
rapat/ pcrtcmuan;

b. mcngembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengoJahan pangan

lokal;
c. mclakukan pembinaan kepada masyarakat;
d" mclal<ukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentlngan; dan
e. mernberikan penghargaan kepada individu / perorangan dan kelompok

masyarakat yang telah berprestasi dalam upaya pengembangan
pangan lokal.

Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokai

a. mcnyajikan kudapan pangan lokal darr mcnycdiakan produk boga dcngan
bahan baku pangan lokal bagi pcngusaha induslri jasa boga, hotel,
restoran;

b, mclakulcan bentuk-bentuk lain sesuai dengan polensi dan kemampuan
masyarakat.

(4) Sosialisasi dan promosi pangan Iokal dapat pula dilakukan mclalui Media
Cetak, Media Fllektronik, Fcstival, Lomba dan I)ameran.

I]AB IX
PIJRAN SIIRTA MASYAITAKAT

I)asal 14

(1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpeian serta seluas-luasn1,a dalam
pengembangan pangan lokal.

(2) Peran serta masyarakat scbagaimana dimal<sud pada ayal (l) dapat. bcrupa;

a" mengembangkan produksi, pcngolahan, pcrdagangan dan distribr-rsi
pangan lokal;

b. menyele nggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
c. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari; dan
d. meiakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan rrelalui

pemanfaatan pangan loka);
e. melakukan sosia.lisasi dan promosi pangar lokal.

BAB X
MONITORING DAN I'VALUASI

jrasal 15

Pemerintah Dacrah dan Pemerintah Kab/ Kota melakukan monitoring da.n
evaluasi pelaJ<sanaan pengembangan pangan lol<al.

Monltoring dan Ilvaluasi dilakukan olch l)inas dengan berkoordinasi dengan
Perangkat Dacrah dan/atau instansi lainnya yang terkait.

Dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat di bentuk Tim
yang beranggotakan instansi terkait sesuai kebutuhan ynng dit.etapkan oleb
Gubemur.

(3)

(r)

t2j

(3)



BAI] XI
KDR.JASAMA

Pasai 16

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Provinsi Jawa

Tengah pert' aiiatut<an kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan

tinggr dan lembaga lainnYa.

(2) Kerjasama sebagaimana climaksuci pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

r]AB XII
PIiMt]IAYAAN

l)asal 17

pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan pangan lokal dibebankan
pada:
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
c. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAT] XIII
I)IiNUTUI)

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlal<u pada l.anggal diunda.ngkan.

Agar semua orang dapat mcngelahuinya, mcrnerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini da.lam Berita Daerah i)rovinsi Jawa Tenga.h.

owo

FI I'ROVINSI
AI-I,

SOBDARMO

BERITA DAEMH PROVINSI JAWA TDNGAIJ TAI.IUN 2017 NOMOII 3?


